5.1.

5.2.

BABYV
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas mengenai dapat disimpulkan bahwa Polres

Kupang Kota telah menerapkan pidana denda menekan ketidakdisiplinan

berlalulintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan

STNK dan menggunakan helm saat berkendara berdasarkan Undang-Undang

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 dan

Pasal 291. Data pelanggaran lalulintas berkurang namun belum sepenuhnya

efektif karena faktor manusia, faktor kultur, dan faktor geografis. Upaya yang

dilakukan oleh Polres Kupang Kota dalam menekan pelanggaran lalulintas
dengan penerapan Pasal 288 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan melalui 2 upaya yaitu upaya

preventif dan upaya represif. Upaya preventif Polres Kupang Kota yaitu

penjagaan lalulintas, pengaturan lalu lintas, dan sosialisasi. Upaya represif

Polres Kupang Kota yaitu penindakan dengan pemberian surat tilang,

penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai
berikut:

1. Mengingat bahwa banyak kendaraan yang tidak memilik Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dan banyak pengendara yang belum memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM), maka Polisi Lalulintas dapat mempermudah
urusan dalam membuat STNK dan SIM, sehingga mengurangi atau bahkan
tidak ada pelanggaran administrasi dalam berkendara.
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2. Kepada Hakim, untuk memberikan putusan pidana kurungan terhadap
pelanggar agar terdapat efek jera bagi para pelanggar maupun calon
pelanggar.

3. Kepada masyarakat, bahwa kesadaran untuk menggunakan helm saat
berkendara merupakan suatu kepentingan atau keharusan demi keselamatan

pengedara dalam hal ini pengemudi dan penumpang.
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LAMPIRAN




UNDANG — UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Pasal 106

Ayat (5), Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

b.Surat 1zin Mengemudi;

c.bukti lulus uji berkala; dan/atau

d.tanda bukti lain yang sah.

Ayat (8), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor

wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.



Pasal 288

Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh KepolisianNegara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dapat menunjukkan Surat 1zin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulandan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 291
Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm
standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(8)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)bulan atau denda paling

banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
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